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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : :,'3 /KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2026

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;

bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



EJI

10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangat Daerah
Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025:

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun
2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan:

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43

Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2026;
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19.

Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 872
Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-
2029,

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit
kerja dan disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah.

Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan wajib:

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini
dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal - ;,2, Januari 2026
R

. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.

- Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
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